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Setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan yang menambah arti perluasan di 
dalam membuat Perjanjian Perkawinan yang dapat dibuat setelah Perkawinan. 
Sehingga di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terdapat celah yang dapat 
dilakukan oleh pasangan suami istri yang ingin memanfaatkan keuntungan dari pihak 
ketiga (Kreditur) maka dengan adanya itiikad yang tidak baik dari debitur, pihak 
kreditur merasa dirugikan atas Perjanjian Perkawinan yang melahirkan Perjanjian 
Kredit tersebut dengan begitu perlu perlindungan hukum bagi kreditur atas kerugian 
yang dibuat atas Perjanjian Perkawinan tersebut atas dasar Putusan Mahkamah 
Konstitusi karena di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut masih belum jelas 
Tentang mekanisme pembuatan Perjanjian Perkawinan yang mengikat pihak ketiga 
maupun di peraturan Perundang-undangan lainnya       
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 









Following the Issuance of Constitutional Court Decision Number 69 / PUU / 
XIII / 2015 Concerning the Prenuptial Agreement which adds extension meaning in 
making the Prenuptial Agreement which can be made after marriage. So in the 
Constitutional Court Decision there is a gap that can be done by married couples who 
want to take advantage of the third party (Creditors) then with the bad intentions of 
the debtior, the creditors feel aggrieved over the marriage agreement that gave birth 
to the credit agreement is so necessary legal protection for creditors for damages 
made on the Prenuptial Agreement on the basis of Decision of the Constitutional 
Court because in the Decision of the Constitutional Court it is still unclear about the 
mechanism of making a Prenuptial Agreement that binds third parties or other rules 
of legislation.                                 
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 Berdasarkan uraian dari pembahasan pada penulis skripsi ini, maka penulis 
dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 
4.1.1 Maka dengan adanya bentuk perlindungan hukum bagi kreditur yang timbul 
dari Perjanjian Perkawinan terdapat dua perlindungan hukum yaitu perlindungan 
hukum preventif dapat melalui: Perjanjian Kredit Akta Notaris, Akta Notaris, Akta 
Otentik, Perjnjian Kredit Di bawah tangan. Yang kedua perlindungan hukum represif 
yaitu dengan Putusan Pengadilan Negeri yang memberikan hak eksekutor terhadap 
kreditur terhadap sita hak jaminan atas kreditur sedangkan dengan parate eksekusi 
terhadap jaminan yang didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia sesuai Pasal 11 
Undang-undang 42 tahun Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, hampir sama dengan 
parate eksekusi hak taggungan yaitu harus didaftarkan ke kantor pertanahan dan 
dibukukan dengan diterbitkannya sertifikat hak tanggungan sesuai Pasal 13 Undang-
undang No 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. 
4.1.2 Akibat hukum kreditur dengan adanya Perjanjian Perkawinan pasca Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 yang intinya memberikan 
perlindungan hukum bagi pihak kreditur tetapi di dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi tersebut masih ada keraguan karena di dalam Putusan MK lebih 
menggunakan tafsir konstitusionalnya sehingga mekanisme pembuatan Perjanjian 
  
 
Perkawinan yang mengikat pihak ketiga belum diatur diperaturan perundang-
undangan agar lebih mengikat pada para pihak terutama pihak ketiga. 
1.1 Saran       
4.2.1 Perlunya peraturan baru yang mengatur perlindungan hukum bagi kreditur 
setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga perlindungan hukum bagi 
kreditur pasti dan terjamin  
4.2.2 Perlunya ketentuan yang mengatur di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 69/PUU/XIII/2015 yang disebabkan oleh norma hukum yang belum 
mengikat dalam Perjanjian Perkawinan terhadap pihak Ketiga maka perlunya 
pendaftaran di kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama berdasarkan 
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